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ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin
oleh UUD 1945, UU No. 68/ Tahun 1958, UU No. 7/ Tahun 1984, UU No. 12/
Tahun 2005, dan UU No. 39/ Tahun 1999. Semua perangkat hukum itu menjamin
keterwakilan perempuan di legisatif, yudikatif dan eksekutif. Selain jaminan
Kongtitusional dan UU tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik juga
tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden (Inpres)
No. 9/ Tahun 2000. K ebijakan-kebijakan tersebut memberikan aturan keterlibatan
politik di parlemen menimal kuota 30 % terpenuhi. Pada kenyataannya Belum
semua partai menjalankan sesuai dengan instruksi konstitusi dan UU di atas. PPP
misalnya sebagai partai Islam, pada kenyataannya juga Belem menjaankan
sepenuhnya hak-hak politik perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah di
atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu
bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
D.l Y ogyakarta terhadap hak-hak politik perempuan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokas di
DPW PPP D.I Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diperolen mulai dari
observasi dan wawancara yang difokuskan pada narasumber sebagai sumber yang
memberikan informasi tentang hak-hak politik di DPW PPP DIY. Dalam hal ini
dipilih 5 Narasumber yang paling berkompeten dengan pemberdayaan hak-hak
politik pr di partai. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disgjikan dan
diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik analitik, dengan proses berpikir
induktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pandangan
DPW PPP D.I Yogyakarta yaitu dengan memberikan dasar pada pemaknaan
berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-kebijakan
khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan memperhatikan pada batasan-
batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP, Dewan Syari’ ah PPP, UU No.
2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, UU No. 22 tahun 2007, bahwa hak-hak
politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak
kebebasan memberikan suara dan aktif dalam setiap pemilihan (termasuk Pemilu),
memberikan bagi perempuan haknya untuk memilih dan dipilih serta hak untuk
memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan tidak meninggalkan
fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi
suaminya dan karirnya sebagai kader politik. Sementara sebagai faktor pendukung
usaha DPW PPP DIY dalam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan
dalam politik di wilayah Yogyakarta, di antaranya terlihat dari terfasilitas dan
tersalurkannya aspiras kader-kader perempuan untuk berkarya dalam ranah
Publik, yakni berpolitik. Sedangkan sebagai penghambatnya di antaranya adalah
adanya paradigma pemikiran kader perempuan bahwa politik merupakan wadah
kekerasan terhadap perempuan yang ha itu tidak boleh dilampaui oleh
perempuan, adanya kultur masyarakat yang kurang menerima bila perempuan
harus ikut berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-
anaknya dan istri bagi suaminya, dan belum adanya pendidikan politik dalam
rumah tangga atau juga tidak adanya ijin dari suami untuk berperan aktif dalam
dunia politik.
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Dari Abi Hurairah ia berkata :

Telah Berabda Rasulullah SAW
"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya.”

(HR. Tirmidzi)

“ Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan’
(KH. Ali Maksum Krapyak)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranditerasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal




a mim m ‘em

o nun n ‘en

3 wawu w w

0 ha’ h ha

s apostrof
¢ ya y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

C. Ta Marbutah di Akhir Kata
1. Biladimatikan ditulis “h”

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuai bila
dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan “h”

3. Bilata marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis dengan “t”




D. Vokal Pendek

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis a
cledst ditulis jaliyyah
2. fathah +ya mati ditulis a
SO ditulis tansa
3. kasrah + ya mati ditulis i
I ditulis karim
4. dammah + wawu mati ditulis u
CAsa ditulis huquq

F. Vokal Rangkap

1. fathah +ya mati ditulis ai
Qdda ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
Aasd ditulis gaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ficya ditulis aantum

JdisO i ditulis la'in syakartum
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H. Kata Sambung Alif + Lam
1. Biladiikuti huruf gamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “1” (el)

1330 ditulis a-Qur an
1B o ditulis a-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya

Idmals ditulis as-sama

Idaom ditulis asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi
Pengucapannya dan Penulisannya

ciale 1) ditulis iza‘alimat

lod 1Jmesd ditulis ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergumulan pemikiran tentang gender dan feminisme, sebenarnya telah
berlangsung beberapa abad silam, dan tidak kurang dari kalangan filosof dan
agamawan turut membicarakan masalah ini. Sesuai perkembangannya, konsep
feminisme terus berubah. Pada abab ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika
misalnya, gerakan feminisme difokuskan pada satu isu yaitu untuk
mendapatkan hak untuk memilih (the right to vote). Setelah hak untuk memilih
diberikan pada tahun 1920, gerakan feminisme tenggelam. Kedudukan
perempuan sampai pada tahun 1950-an tidak pernah digugat, di mana
perempuan yang dianggap ideal adalah yang berperan sebagai ibu rumah
tangga walaupun pada periode tersebut sudah banyak perempuan yang aktif
bekerja di luar rumah.’

Baru pada tahun 1960-an terutama setelah Betty Friedman menerbitkan
bukunya The Feminism Mistique?, bersamaan pula dengan gerakan-gerakan
liberal lainnya, gerakan feminisme mendapatkan momentum. Gerakan ini
menjadi suatu kejutan besar masyarakat AS, karena gerakan ini memberikan

kesadaran baru terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional

'Ratna Megawangi, 'Feminisme: Menindas Peran lbu Rumah Tangga', dalam Ulumul
Quran, edisi khusus No. 5 dan 6 Vol. V, 1994, him. 30.

’Lihat Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam’
dalam Jurnal llmu Syari ah Asy-Syirah\Vol. 35 No. Il Th. 2001, him. 63
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perempuan ternyata menempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan,
yaitu subordinasi.’

Mulailah isu persamaan gender dikampanyekan, di mana saat itu
terfokuskan pada pendapat bahwa peran domestik perempuan merupakan
sebuah penindasan dan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan rendah yang
tidak produktif. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya juga memberikan
suasana kondusif bagi gerakan feminisme, seperti budaya materialisme,
liberalisme dan individualisme membuat gerakan ini menjadi cukup
berpengaruh.* Pada tingkat akademis gerakan 'equal-right feminism' ini
dikategorikan sebagai aliran yang ingin menghapuskan segala diskriminasi dan
ketimpangan yang ada di dalam masyarakat. Aliran-aliran ini bisa disebut
feminisme liberal, radikal dan marxis.’

Pengaruh feminisme pada kenyataan cukup berhasil. Hal ini dapat
dilihat dari keberhasilan perjuangan mereka pada tingkat Internacional, di
mana lembag PBB pada Desember 1948 mengeluarkan Resolusinya, yang di
antaranya berbunyi:

"Semua orang dilahirkan secara merdeka dan sama dalam hak, juga

dikarunia akal, sehingga boleh untuk berinteraksi dengan lainnya secara

bebas. Bahkan setiap orang mempunyai hak dalam kehidupan,
kebebasan dan keselamatan. Setiap orang berhak atas hukum (negara)
dari segala yang merugikannya. Dalam Pasal lain dikatakan, tidak

dibenarkan melakukan perbudakan manusia, termasuk di dalamnya
paktek jual beli budak".®

®Ratna Megawangi, 'Feminisme: Menindas Peran, him. 30.

*Lebih jelasnya lihat Ratna Megawangi, 'Tokoh Ibu, Emansipasi dan Ketahanan Keluarga,'
Dalam Kompas, 21 Desember 2000.

’Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik, him. 65.
8 1bid.



Resolusi ini memuat 30 Pasal, yang intinya berbicara masalah hak dan
martabat secara universal, temasuk di dalamnya hak politik perempuan. Dalam
hal ini menarik untuk dikaji adalah tentang hak-hak politik perempuan, karena
seperti disampaikan di muka, bahwa pengakuan hak politik perempuan masih
merupakan hal yang sulit diwujudkan, terlebih di negara Timur Tengah yang
mayoritas sistem pemerintahan Islam.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia dan partai-partai politiknya dalam
memndang hak-hak politik perempuan. Penyusun sengaja memilih salah satu
Partai Islam yan ada di Indonesia yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
sebagai obyek penelitian, mengingat PPP adalah Partai Islam dan kiprahnya
boleh dikatakan cukup lama 'berkecimpung' dalam dunia politik di Indonesia.
Namun, pergerakannya terhadap perempuan baru terlihat beberapa tahun
terakhir ini.

Dalam usianya yang relatif bukan muda, sudah banyak prestasi yang
diukir PPP dalam memberdayakan hak-hak politik perempuan. Sungguhpun
demikian, ada dua hal yang penting yang patut dicatat mengenai prestasi PPP
dalam memberdayakan hak politik perempuan, yaitu; pertama, pada pemilu
tahun 2004 yang lalu, PPP salah satu partai yang menempati urutan teratas di
antara 24 partai peserta pemilu dalam pemenuhan kuota keterwakilan 30%
perempuan untuk pencalonan anggota legislatif. Dari 69 Daerah Pemilihan di
seluruh Indonesia, PPP memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan
perempuan pada 65 Daerah (94,2%) Pemilihan. Sedangkan partai-partai

lainnya paling tinggi hanya memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan



perempuan pada 76,8% Daerah Pemilihan; dan Kedua, dalam hasil pemilihan
pada tahun 1999 anggota legislatif perempuan dari PPP, hanya satu orang dari
total Nasional sebanyak 119 orang. Itu artinya hanya sekitar 0,8% saja.
Sedangkan dalam hasil pemilu 2004 jumlah anggota legislatif perempuan dari
PPP mencapai 5,7%, yakni sebanyak 63 orang dari total nasional 1112 orang.
Fakta terakhir ini merupakan sebuah prestasi besar PPP dalam pemberdayaan
hak-hak politik perempuan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti secara
intensif dan ekstensif tentang perspektif PPP terhadap hak-hak politik
perempuan.’

Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2000 yang dikeluarkan oleh
Biro Pusat Statistik tahun 2001, jumlah penduduk perempuan tercatat
sebanyak 101. 628. 816 jiwa atau sekitar 51% dari total penduduk Indonesia.
Kenyataan ini jelas menempatkan kaum perempuan secara kuantitatif dan
nominal, pada posisi yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara.® Posisi strategis kaum perempuan tersebut, dalam
arti posisi secara kuantitatif dan nominal, terlibat lebih jelas dalam ruang
politik berdasarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan
dalam pemilu tahun 2004 mencapai angka 57% dari jumlah seluruh pemilih di
Indonesia.” Dengan kata lain, berdasarkan data penduduk hasil sensus tahun

2000 dan data pemilih dalam pemilu tahun 2004, perempuan merupakan

’Siti Musdah Mulia, Perempuan Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung:
Mizan, 2005), him. 284.

8 Ibid., him. 276.
® Ibid., him. 277.



kelompok kunci dalam membangun masyarakat sipil (civil society) dan
demokrasi.

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik
yang di dalamnya semua warga negara, laki-laki dan perempuan tanpa
terkecuali, dapat mengembangkan kepribadian potensi dan memenuhi
kebutuhannya. Hal ini tentu saja mensyaratkan realisasi demokrasi yang tidak
bias gender. Karena itu, dalam konteks ini tepat sekali manifesto komperensi
orgasisasi-organisasi perempuan di Rusia tahun 2001 yang menyatakan
“democracy wothout womwn is no democracy” (demokrasi tanpa partisapasi
kaum perempuan bukanlah demokrasi yang sejati).'

Dalam kenyataannya, kualitas sumber daya perempuan yang secara
kuantitatif sangat stategis, ironisnya tidak tercermin dalam tingkat partisipasi
kaum perempuan pada ruang publik. Sampai kini keterwakilan kaum
perempuan dalam lembaga politik formal masih sangat minim. Untuk sekedar
ilustrasi dapat dirujuk data tahun 2002 tentang jumlah perempuan di lembaga
legislatif dan eksekutif. Di MPR jumlah anggota perempuan sebesar 9%, di
DPR sebesar 8%, di DPRD Propinsi secara nasional 9% dan di DPRD
Kabupaten/Kota hanya 1%. Jumlah perempuan di lingkungan eksekutif pada
semua level pemerintahan hanya 1,6%, pada tingkat menteri 3,4% dan pada

tingkat sub-menteri hanya sebesar 1,3%. "'

Ysygiarti, “Gender dan Politik”, dalam Sugiarti, etal. (Ed.) Pembangunan dalam
Perspektif Gender (Malang: UMM Press, 2003), him. 66.

1Siti Musdah Mulia, Perempuan Reformis, him. 284.



Rendahnya partisapasi dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-
lembaga politik tersebut mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan
kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah
keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang
berspektif gender, sementara sebagian besar, kalau bukan semua, keputusan
politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.
Implikasinya, perempuan kurang mendapatkan akses pada keseluruhan tahap
pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi hasil pembangunan, serta akses untuk menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkna sudut pandang aliran-aliran feminisme di Barat,
setidaknya ditemukan dua penjelasan yang berbeda mengenai rendahnya
partisapasi dan keterwakilan kaum perempuan dalam ruang publik dan dunia
politik. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan kurang
berpartisipasi dalam politik adalah kesalahan perempuan sendiri. Kesalahan
dimaksud ialah karena kaum perempuan mempunyai banyak kekurangan,
seperti kurang pendidikan, wawasan, dan kemampuan untuk bersaing,
sehingga kurang memungkinkan mereka untuk terjun ke dunia politik. Kedua,
pendapat yang menyatakan kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia
politik adalah karena tidak ada persamaan (inequality) struktur hubungan
antara laki-laki dan perempuan suatu hubungan yang bersifat hirarkhis dengan
perempuan menjadi subordinat laki-laki. Pandangan kedua ini dianut oleh

feminis radikal dan sosialis. '?

2gygiarti, “Gender dan Politik”, him. 57.



Masing-masing dari dua pandangan di atas, pada kenyataannya
memperoleh pengikutnya dalam wacana dan gerakan pengembangan maupun
pemberdayaan perempuan di Indonesia. Tetapi terlepas dari adanya perbedaan
pandangan di antara kedua sudut pandang tersebut tentang faktor penyebab
rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik, Namun pada dasarnya
keduanya sama-sama menuntut: 1) perlunya meningkatkan partisipasi
perempuan dalam ruang publik atau dunia politik sebagai realisasi dari dunia
politik; dan 2) perlunya sebagai kelanjutan tuntutan pertama, dilakukan upaya-
upaya kongkret untuk memberdayakan kaum perempuan guna membebaskan
mereka dan dari subordinasi laki-laki. Dua tuntutan inilah pada dasarnya yang
mendorong lahirnya berbagai gerakan pengembangan dan pemberdayaan
perempuan di Indonesia. '

Menurut data pada tahun 2004, jumlah organisasi perempuan yang
bergabung dalam KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) tercatat sebanyak 76
(tujuh puluh enam) organisasi yang bertaraf Nasional dan di bawah BMOIWI
(Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia) tercatat sebanyak 34
organisasi perempuan Islam.'* Organisasi-organisasi perempuan yang
tergabung dalam KOWANI maupun BMOIWI dimaksud semuanya
mengabdikan diri bagi upaya pengembangan dan pemberdayaan perempuan.
Sementara itu, dalam perkembangan dan percaturan politik kontemporer di
Indonesia, di antaranya penempatan agar partai politik memenuhi kuota

pencalonan perempuan minimal 30% untuk lembaga legislatif, telah

B 1bid,, him. 58.

YSiti Musdah Mulia, Perempuan Reformis, him. 531.



mendorong semua partai politik menaruh kepedulian menggarap SDM
perempuan, terutama untuk meraih massa pemilih perempuan yang memang
sangat besar. Salah satu partai politik yang menaruh perhatian serius pada
upaya pengembangan sumber daya perempuan adalah Partai Persatuan
Pembangunan (PPP). Untuk mengorganisasikan dan mengelola program
kegiatan pengembangan dan pemberdayaan hak-hak politik perempuan, maka
dalam struktur organisasi dan kepengurusan di dalam PPP pada tingkat pusat
(DPP) di bentuk Bidang Kewanitaan yang membawahi tiga Departeman, yaitu
Departemen Pemberdayaan Wanita, Departeman Jaringan Lembaga Wanita,
dan Departeman Pembinaan Keluarga. Sedangkan dalam struktur organisasi
dan kepengurusan di tingkat wilayah (DPW) juga dibentuk Deputi Kewanitaan
untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sama.

Hal ini berbeda dengan gerakan pemberdayaan perempuan pada
organisasi-organisai Islam atau partai-partai Islam lainnya. Di lingkungan NU
misalnya yang menjadi akar PPP, baru mengakui adanya kesetaraan laki-laki
dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan setelah 71 tahun (1997)
terhitung dari berdirinya NU (1926) dengan melahirkan maklumat tentang
‘Kedudukan Perempuan dalam Islam’ pada Musyawarah Nasional Alim

Ulama NU di Lombok Nusa Tenggara Barat tahun 1997."

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan
dalam lima poin: 1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan
karenanya patut dihormati, 2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan laki-laki dalam hal
pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa, 3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara
laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati, 4) Islam mengakui peran
publik perempuan di samping peran domestiknya, dan 5) ajaran Islam yang menempatkan
perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam realitasnya telah mengalami distorsi
akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya. Dalam /6/d., him. 521-522.



Meskipun maklumat itu Sangat fundamental dalam mendukung gerakan
pemberdayaan perempuan di lingkungan NU, namun tetap diakui masih
tampak bias nilai-nilai patriarki dalam maklumat tersebut, misalnya
pernyataan dalam peran domestik perempuan yang hal itu merupakan
kesejatian kodrat perempuan, seperti sebagai pendidik yang pertama dan
utama bagi anak-anak. Artinya pernyataan dalam maklumat itu, pemahaman
tentang kodrat perempuan sebagai ibu dan istri masih bias gender. Namun,
setidaknya, maklumat itu telah menegaskan pengakuan akan kebolehan
perempuan berkiprah di dunia publik yang selama ini dianggap sebagai
monopoli laki-laki.

Sementara dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai partai
Islam juga memiliki kaderisasinya melalui 'Wanita Persatuan Pembangunan'
yang berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988, yang ingin mewujudkan kader-
kader politik perempuannya untuk berkiprah dalam dunia politik, yang
berdasarkan ketaqwaan, ilmu, amal, terampil, tanggungjawab serta sadar akan
tugas masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dan istri bagi
anak dan suaminya dengan menekankan pada kesadaran, wawasan dan
pendidikan politik.'°

Menurut A. Suhaenan Suparno, dalam upaya pengembangan sumber
daya perempuan, baik di bidang politik maupuan di bidang lainnya,
pendidikan merupakan sarana pengembangan dan pemberdayaan yang paling

sentral. Melalui pendidikan itulah akan dapat direalisasikan pencerahan cara

*Tim Penyusun, Hasil Munas | Wanita Persatuan Pembangunan di Jakarta Tanggal 17-19
Maret 2006 (Jakarta: Pimpinan Pusat Wanita Persatua Pembangunan, 2006), him. 13.
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berpikir kaum perempuan; dan pencerahan cara berpikir merupakan syarat
pokok bagi terwujudnya keberdayaan, karena pencerahan cara berpikir
mempunyai kekuatan yang hebat untuk diimplementasikan dalam berbagai
format kegiatan lainnya.'” Dalam kenyataannya, pendidikan politik secara non
formal dan informal yang dijadikan agenda oleh PPP pada umumnya dan
Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY khususnya sebagai sarana pengembangan
permberdayaan dan pendidikan politik perempuan. Oleh karena itu, menarik
untuk diteliti secara intensif dan ekstensif tentang pandangan Dewan Pimpinan

Wilayah PPP DIY tentang hak-hak politik perempuan.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Dewan
Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta terhadap

hak-hak politik perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menjelaskan pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai
Persatuan Pembangunan (DPW PPP) D.I Yogyakarta terhadap hak-hak

politik perempuan.

YA. Suhaenan Suparno, “Wanita dan Pendidikan: Kasus Indonesia”, dalam M. Atho
Mudzhar, dkk. (ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan
(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), him. 328-392.
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2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi
beberapa hal, yakni:

a. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
konsep dan pandangan DPW PPP DI Yogyakarta tentang hak-hak
politik perempuan.

b. Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan
bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum (sekaligus
sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari’ah
khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Jinayah Siyasah atau

Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni.

D. Tinjauan Pustaka
Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah
banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang perempuan
dan politik, terutama skripsi. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam
melakukan penelitian ini, penyusun berusaha untuk melakukan review terhadap
beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang

menjadi obyek penelitian ini, di antaranya:

Dwi Sunu Priyoko, dengan judul ‘Peran Politik Perempuan dalam
Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta.'® Fokus

penelitian ini sesuai judulnya, adalah pada peran perempuan dalam

¥Dwi Sunu Priyoko, 'Peran Politik Perempuan dalam Pelembagaan Partai Keadilan
Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta' dalam Skrips/, Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta 2006.
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pelembagaan partai, yang meliputi kesisteman, identitas nilai, otonomi, dan
citra publik. Hasil penelitian Dwi Sunu Priyoko menemukan: Pertama, peran
politik perempuan dalam membangun aspek kesisteman diwujudkan dalam
bentuk menjalankan rekrutmen dan penentuan caleg perempuan melalui pemilu
internal di setiap masing-masing bidang. Kedua, aspek identitas nilai
diwujudkan dalam bentuk peran politik perempuan berlandaskan pada visi/misi
dakwah serta memprioritaskannya dalam legislatif sebagai sarana pengambilan
kebijakan dan nasyur dakwah. Ketiga, aspek otonomi diwujudkan dalam
bentuk pengembilan keputusan di tingkat bidang kewanitaan. Misalnya
pemilihan jabatan ketua dilakukan melalui kedaulatan anggota tanpa intervensi
ketua DPW. Keempat, dalam aspek citra pubilk diwujudkan dalam bentuk
megangkat isu-isu kontemporer perempuan melalui advokasi, seminar dan

diskusi.

Nur Faizin, ‘Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai
Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)’," Penelitian ini menemukan
bahwa secara konseptual, bagi PKS tidak ada halangan bagi perempuan untuk
aktif dalam dunia politik. Dalam hal ini PKS DIY memberikan kesempatan
yang cukup besar kepada perempuan untuk berkiprah di dunia politik dengan
menciptakan sistem yang peka terhadap perempuan dan kondusif bagi kaum
perempuan, sehingga perempuan tidak menemukan banyak kendala dalam

kiprah politiknya

“Nur Faizin, ‘/slam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan
Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)°, dalam Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007.
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Selain itu ada pula skripsi yang ditulis oleh Lailil Mufidah dengan judul
Konsep Penguatan Hak-Hak Politik Dan Reproduksi Perempuan di YKF
Yogyakarta (Upaya Reaktualisasi Figh Perempuan). Penelitian ini membahas
upaya aktualisasi YKF Yogyakarta dalam penguatan hak-hak politik dan
reproduksi perempuan.®’

Dian Kartika Sari, ’Menjamin Keterwakilan Perempuan untuk mencapai
Demokrasi dan kesejahteraan Masyarakat’ dalam Makalah yang disampaikan
pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga
Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI DIY pada
tanggal 30 Oktober 2003

Nahiyah Jaidi Faraz, ’Realitas Partisipasi Politik Perempuan’ dalam
makalah yang disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan
Perempuan pada Lembaga Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI
dan KPPI DIY pada tanggal 30 Oktober 2003.?' Kemudian tulisan Lalila, Ida
Nur, 'Peran Perempuan di Parpol’ dalam Makalah yang disampaikan pada
Diskusi Panel Wanita dan Politik "Mendobrak Mitos Ketidakberdayaan Wanita

di Pentas Politis Praktis’ Ahad 6 Agustus 2000 di PDHI Kota Gede.**

2 ailil Mufidah, "Hak-Hak Politik Dan Reproduksi Perempuan di YKF Yogyakarta
(Upaya Reaktualisasi Figh Perempuan)', dalam Skrips/, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta: 2005.

’Nahiyah Jaidi Faraz, ’Realitas Partisipasi Politik Perempuan’ dalam Makalah yang
disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga
Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI D1Y pada tanggal 30 Oktober 2003

’|da Nur Lalila, 'Peran Perempuan di Parpol’ dalam Makalah yang disampaikan pada
Diskusi Panel Wanita dan Politik ’Mendobrak Mitos Ketidakberdayaan Wanita di Pentas Politis
Praktis’ Ahad 6 Agustus 2000 di PDHI Kota Gede.
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Berdasarkan beberapa karya tulis yang penyusun sebutkan di atas,
sebatas pengetahuan penyusun bahwa belum ada yang membahas tentang tema
hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP DI Yogyakarta.
Namun, meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan

sebagai rujukan untuk menambah ketajaman analisis nantinya.

E. Kerangka Teoretik

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan (power) dan pengambilan
keputusan, yang lingkupnya dimulai dari instuisi keluarga hingga instuisi
formal tertinggi.”> Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya, juga
meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada
kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam
politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut
kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi
mitra sejajar laki-laki. Tuhan sendiri sengaja menciptakan laki-laki secara
berbedadan dengan perbedaan inilah, keduanya bisa saling mengisi dan saling
melengkapi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun
kekuatan sinergis. Keinginan ini hanya akan terwujud manakala laki-laki dan
perempuan sudah berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan sederajat,

sehingga tidak ada lagi diskriminasi, saling dominan, eksploitasi.**

ZAbdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa, Zainuddin Adnan
(Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. I1. 2005), him. 17.

*Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan, alih bahasa R. Cecep Lukman
Yasin, (Jakarta: Serambi llmu Semesta, 2005), him. 7
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Pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia, baik yang
berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya semakin marak. Hal ini
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global yang dimotori dunia Barat,
terutama pengaruh dari gerakan Women Liberation. Tetapi karena gerakan
tersebut lebih didasarkan pada paradigma feminisme eksistensialisme, yang
merupakan derivasi dari liberalisme radikal, maka tidak jarang kalangan
bangsa-bangsa Timur terutama umat Islam menaruh curiga terhadap gerakan
tersebut.

Namun, seperti pemerintahan Kuwait di tahun 2003 Ilalu telah
mendeklarasikan bahwa kaum perempuan di Negaranya, diijinkan mengikuti
pemilu (baik hak memilih dan dipilih). Inilah 'revolusi penting" yang terjadi di
Negara Timur Tengah sebagai respon terhadap tuntutan demokratisasi,
sekaligus mengakhiri penindasan dan pengingkaran terhadap hak-hak politik
perempuan. Kebijakan pemerintah Kuwait ini tentu lebih maju daripada
misalnya Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain dan Brunai Darussalam yang
sejauh ini Belum mengakui hak-hak politik perempuan, bahkan belum
mengijinkan berdirinya partai politik.*

Agama Islam diturunkan Allah untuk menjawab persoalan manusia baik
dalam skala mikro maupun makro. Manusia menjadi khalifatu-Allah ar-ard
diberi tanggungjawab untuk melaksanakan ajaran agama dalam segala aspek

kehidupan. Sebagaiman dalam al-Qur'an dikatakan:

Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik, him. 68.
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Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam peaksanaannya,
ajaran agama sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsira.
Agar membumikan ajaran-ajaran langit lepada manusia. Di dunia ini, agama
harus dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan social,
ekonomi, piltik dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu
dalam tataran normatif.

Berkaitan dengan persoalan hak politik perempuan, ternyata masih
tampak dalam cara berpikir sebagian orang Islam dengan tetap
mempertahankan teks-teks agama seperti apa adanya, bahkan ada sebagian
lainnya yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran ulama mujtahid
tertentu dan menolak pikiran-pikiran di luar ulama lainnya. Sering kali gugatan
terhadap teks figh dan upaya membongkar warisan intelektual klasik
dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi.
Ini tentu saja sebuah hegemoni, sekaligus juga ironi dalam perspektif
pemikiran ilmiah. Cara pandang yang masih tertutup, intoleran, kaku dan
radikal ini tentu saja bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang selalu
mengajak manusia untuk berubah, tidak stagnan, tidak rigit dan tidak statis,
karena perubahan merupakan sunnatullah. Maka memperlakukan figh sebagai

sebuah ideologi berarti mempersamakannya dengan sumber figh itu sendiri,

%An-Nahl (16): 97
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yaitu al-Qur'an. Dengan demikian, relevan kiranya jika Ibn Qayyim,

memperingatkan bahwa:
"Janganlah anda terpaku pada teks-teks yang dikutip dalam kitab-kitab
sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah anda menemui anda untuk
menanyakan suatu persoalan, (meminta fatwa hukum) maka tanyailah
dulu tradisinya. Sesudah itu barulah anda putruskan berdasarkan analisis
anda terhadap tradisinya dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan
apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengatakan bahwa
ini adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dengan tidak melakukan
analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks

yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud
para ulama Islam, dan generasi muslim awal."*’

Selain memahami konteks sosiologis seperti yang dikemukan Ibn al-
Qayyim di atas, ada satu hal yang perlu dijadikan paradigma berpikir, yaitu al-
Qur'an dan sunnah haruslah diyakini memiliki tujuan-tujuan kemanusiaan yang
universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan bijaksana.?® Prinsip-
prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari keseluruhan

persoalan figh.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka dapat ditegaskan
bahwa agama memiliki komitmen terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti
misalnya yang terdapat dalam al-An'am [6]: 151, al-Hujurat [49]: 13, al-
Ma'idah [5]: 2 dan 8, al-Bagarah [2]: 188 dan 256. Dengan demikian, sistem
keagamaan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya —ras, agama,

gender, etnis dan sebagainya — tidak memiliki relevansi dengan Islam harus

ditolak.

*Tbn Qayyim al-Jauziyah, A'am al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin, (Kairo: al-Maktabah
al-Kulliyah al-Azhariyah, t. t), ll1: 78.

Abu Hamid Muhammad al-Gazali, a/-Mustasfa min 'lim Figh, (Beirut: Dar lhya' at-Turas
al-'Arabi, t. t), I: 286.
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Persoalan peran publik perempuan sebenarnya telah menjadi agenda
perbincangan yang intens sejak periode pertama dari perjalanan hukum Islam.
Di mana periode ini biasa disebut dengan era reformasi hukum Islam. Pada
masa ini hukum Islam dikenal sangat fleksibel dan sangat adabtif terhadap
suatu lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu, dank arena itu pula
periode ini dikenal sebagai periode yang kreatif dalam sejarah hukum Islam.
Sebagai contoh adalah perdebatan ulama mengenai peran perempuan dalam
peradilan. Jumhur ulama — Maliki, asy-Syafi'i, dan Ahmad — berpendapat
bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak. Sedangka Abu
Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh mejadi hakim, akan tetapi dalam
kasus-kasus perdata, dan tidak boleh dalam kasus-kasus pidana. Sementara at-
Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak
(baik kasus perdata maupun pidana.”’

Demikian juga mengenai perdebatan ulama seputar hak politik
perempuan. berbagai macam pendapat yang diberikan para ulama dalam
menyikapi peran perempuan dalam politik. Adapun yang sering diperdebatkan
di antaranya adalah hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, hak
untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, dan hak untuk

memegang jabatan publik dan menjalankan fungsinya.

2Rahmah Maulidia, 'Konversi Hak-hak, him. 70.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research).”® Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari
dokumentasi DPW PPP DIY, kemudian dikonsultasikan dengan pihak
yang berkompeten tentang masalah hak-hak politik perempuan, lalu
dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang
telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan
dua jenis data yaitu: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung
dari Dokumentasi DPW PPP DIY, serta narasumber yang diwawancarai,
dan 2) Data sekunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan
dinamika perpolitikan perempuan, baik berupa buku-buku penunjang,

kitab-kitab, undang-undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Subjek dan objek penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih Informan
untuk dijadikan “key informan” di dalam pengambilan data di
lapangan.’’ Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber
informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan

masalah penelitian. Adapun informan adalah orang yang dimanfaatkan

% jhat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), him.120-121.

$peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 7-8.
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untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang
penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar
belakang penelitian.*”

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 1)
Pengurus DPW PPP DIY, seperti Fairuzi Amin, selaku Wakil Sekretaris
V DPW PPP DIY, dan Niken Pudyastuti, selaku Wakil Sekretaris VIII
DPW PPP DIY; 2) Pengurus Bidang Kewanitaan DPW PPP DIY, seperti
Anne Permatasari, selaku Ketua Wanita Persatuan Pembangunan DIY;
dan Nur Laila selaku Wakil Sekretaris Wanita Persatuan Pembangunan
DIY dan 3) Kader-kader politik perempuan yang ada di DPW PPP DIY,
seperti, Muassarah. Karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka
subyek penelitian dijadikan informan atau narasumber, karena lebih
mengacu pada perimbangan kualitasn informan, bukan segi
kuantitasnya. Artinya, penentuan informan atau nama-nama di atas,
didasarkan pertimbangan kapasitas atau kemampuan mereka untuk
memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai
permasalahan-permasalahan yang diteliti.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah
fenomena yang menjadi topik dari penelitian ini yaitu tentang pandangan
hak-hak politik perempuan yang meliputi konsep DPW PPP DIY tentang

partisapasi perempuan dalam politik, program kegiatan yang dilakukan

¥ exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),
him. 90.
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serta faktor-faktor pendukung dan penghambat DPW PPP DIY.

3. Teknik pengumpulan data
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada
tujuan penelitian.”> Menurut Masri Singarimbun, wawancara (interview)
adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih.**
Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan
terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap
yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas
terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan bebas
berdasarkan interview guide (pedoman wawancara). Pertanyaan-
pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian, yaitu pengurus
DPW PPP, Pengurus Deputi Kewanitaan, serta kader politik perempuan
PPP DIY.

Metode wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang: 1)
konsep DPW PPP dalam politik perempuan dan 2) Program-program

kegiatan yang dilakukan oleh DPW PPP DIY dan sumbangsihnya terhadap

$3Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), him. 4.

#Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LPPPES,
1982), him. 145,
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partai dan masyarakat. Adapun sebagai narasumber adalah:

1) Fairuzi Amin, selaku Wakil Sekretaris V DPW PPP DIY.

2) Niken Pudyastuti, selaku Wakil Sekretaris VIII DPW PPP DIY.

3) Anne Permatasari, selaku Ketua Wanita Persatuan Pembangunan DIY.

4) Nur Ida Lalila, selaku Wakil Ketua Wanita Persatuan Pembangunan
DIY

5) Muassarah Kader-kader politik perempuan yang ada di DPW PPP DIY.

b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-
dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat
kabar, majalah dan lain sebagainya.”> Dengan cara ini penyusun
mengetahui langsung catatan penting yang ada di DPW PPP DIY, baik
mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur oganisasi parpol,
kondisi parpol, senta bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPW
PPP DIY terutama dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan.
4. Teknik analisis data
Menurut proses, sifat dan analisis datanya, penelitian ini termasuk ke
dalam penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu yang bertujuan
menggambarkan keadaan atau status fenomena.*
Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan

aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus tujuan

%3uharsimi Arikunto, Prosedur, him. 188.

% 1bid,, him. 209.
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penafsiran data ada tiga jenis, yaitu deskripsi semata-mata, deskripsi
analitik dan deskripsi substantif.’” Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif,
yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pandangan DPW PPP
tentang hak-hak politik perempuan. Analisis deskriptif kualitatif ini
dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh
di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling
berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan
data, catatan dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas
dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut
kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan
serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau
berpikir secara induktif yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-
fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum.
Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini

mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.®

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang

dikelompokkan ke dalam lima bab, yaitu:

3"Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif alih bahasan.
Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Ul Press, 1992), him. 16.

% 1bid,, him. 16-19.
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Bab Pertama, sebagai pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini
akan diketengahkan mengenai konsep Islam dan politik perempuan, dasar-
dasar hukum politik dalam Islam, dan pandangan Islam tentang hak-hak
politik perempuan.

Bab Tiga, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bagian ini akan
menjelaskan tentang gambaran umum Partai Persatuan yang berisi tentang
sejarah berdirinya, visi dan misi, kemudian diulas pula tentang Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan dan Divisinya
lembaga partai yang mengurusi bidang kewanitaan dengan menguraikan
konsep pemberdayaan politik perempuan oleh DPW PPP Yogyakarta,
program-program kegiatannya, sumbangsih program pengembangan bagi
partai dan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat.

Bab Empat, sebagai analisis, maka pada bab ini akan menjelaskan
pandangan DPW PPP tentang hak-hak politik perempuan, meliputi pandangan
tentang hak memberikan suara dan aktif pada setiap pemilihan, hak untuk
memilih dan dipilih serta hak untuk memanggku jabatan publik dan
menjalankan fungsinya. Kemudian akan diuraikan hal-hal yang menjadi
pendukung dan penghambat terhadap hak-hak perempuan dalam politik.

Bab Lima, adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-

saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penulis sampai pada
penghujung pembahasan yang memang masih banyak kesalahan dan
kekurangan dalam memandang sebuah masalah - perspektif pengetahuan
penulis- yang benar-benar- masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pokok masalah yang sudah ditetapkan pada bab pengantar
ini, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu: Pandangan hak-
hak politik perempuan dalam politik yang dilakukan oleh DPW PPP DIY
memberikan dasar pada pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan.
PPP memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap kader-kader
fungsionalnya dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang sudah
ditentukan oleh AD/ ART PPP Pasal 8 huruf [b], Dewan Syari’ah PPP,
Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang No.
10 tahun 2008 tentang Pemilu, Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan
DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak memberikan suara, hak untuk
memilih dan dipilih dan hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya
fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu
bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader

politik.

93
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Sementara sebagai faktor pendukung usaha DPW PPP DIY dalam
melaksanakan perjuangan hak politik perempuan dalam politik di wilayah
Y ogyakarta, di antaranya terlihat dari terfasilitasi dan tersalurkannya aspirasi
kader-kader perempuan untuk berkarya dalam ranah Publik, yakni berpolitik,
seperti adanya suatu program penjaringan khusus calon legedlatif perempuan,
terutama bagi mereka yang memiliki pengaruh yang kuat dalam
masyarakatnya. Sedangkan sebagai penghambat dari usaha DPW PPP DIY
daam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan di  wilayah
Yogyakarta di antaranya adalah masih adanya paradigma pemikiran kader
perempuan bahwa politik merupakan wadah kekerasan terhadap perempuan
yang hal itu tidak boleh dilampaui oleh perempuan, kemudian adanya kultur
masyarakat yang masih kurang menerima bila perempuan harus ikut
berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-
anaknya dan istri bagi suaminya, dan kemudian Belum adanya pengenalan
khusus untuk pendidikan politik dalam rumah tangga atau juga tidak adanya

ijin dari suami mereka untuk berperan aktif dalam dunia politik.

B. Saran-saran
Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi jender, aktivis
perempuan, feminisme dan pemuka agama, dengan melihat keadaan
masyarakat pada saat sekarang ini dan kondisi istri (perempuan), maka ada
beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:
1. Bahwa peran perempuan dalam lingkup publik dan rumah tangga, jangan

sampai dianggap sebagai pengabdian atas suami dan agama atau bahkan
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pengorbanan untuk sebuah keutuhan rumah tangga, apalagi melakukan aksi
diam, malu, takut dengan suami dan keluarga, terlebih yang berdalil atas
nama agama. Justru keaktifan perempuan dalam dunia politik juga
merupakan fitrah sebagai kolektif untuk memakmurkan dunia dan seisinya.
. Pemahaman-pemahaman keagamaan yang kaku, rigid dan statis masih
menghalangi perempuan untuk berlaga di pentas politik, untuk itu
diperlukan kajian kritis sekaligus reinterpretasi terhadap teks-teks.

. Perspadlan perempuan bukan hanya ekslusif milik perempuan, tetapi
merupakan masalah bersama yang menuntut kepada semua orang (baik
laki-laki maupun perempuan) untuk samasama menciptakan usaha
transfomatif menuju keadilan hubungan gender dalam ekonomi, politik dan
budaya. Dengan demikian kemajuan perempuan dalam segala bidang tidak
memunculkan egoisme seksual, tetapi justru akan menciptakan gender
harmonius partnership.

. Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus menjadi prioritas.
Harus ada upaya-upaya kongkrit yang bisa membantu mereka mendapatkan
akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan sosial dan agama serta
terhadap sistem hukum yang berlaku, menempatkan mereka pada
pengambilan keputusan dan sebagainya. Sebab tindakan pemandulan karir
perempuan merupakan sebuah tindakan kekerasan, yang itu justru harus
dihilangkan dari kultur masyarakat Indonesia yang mewariskan perempuan

hanya sebatas urusan rumah tangga (domestik).
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BAB |

16

26

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang Telah mereka kerjakan.

BAB |1

25

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
tagwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.

30

12

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamiah)
mukanya, dan dia sangat marah.

la menyembunyikan dirinya dari orang banyak,
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.
apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung
kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah
(hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang
mereka tetapkan itu.

30

13

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-
hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh.

32

16

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.

33

19

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak




dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki
ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan
bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segal a sesuatu.

20

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tandatanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

35

21

(Apakah kamu hai orang Musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam
dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab)
akhirat dan mengharapkan rahmat  Tuhannya?
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak  mengetahui?’
Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat
menerima pelgjaran.

37

23

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.

10

38

24

Sesungguhnya orang mu'min yang paing sempurna
keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-
baiknya kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap
istrinya.

11

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat




tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.

BAB IV

12

68

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang Telah mereka kerjakan.

13

68

"Sesungguhnya para wanita itu saudara kandung bagi
kaum laki-laki..”

14

68

10

"...Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan...”

15

81

22

“...Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan)
yang maruf, mencegah dari yang munkar...”

16

81

23

" Sesungguhnya para wanita itu saudara kandung bagi
kaum laki-laki..”

17

82

24

Dan di antara tandatanda kekuasaan-Nya iadah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

18

82

25

"Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan
terhadap anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas
mereka’

19

83

26

"...Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih
Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang mereka perbuat”.

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan




janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali
yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung ke dadanya...”

20

83

27

"Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’.
yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

21

83

28

Ha isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti
wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah
kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah
orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah
perkataan yang baik.

22

83

29

"...Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari
kedua wanita itu berjalan kemau-maluan, ia berkata:
"Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia
memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi
minum (ternak) kamu..."

23

30

"Sesungguhnya setigp agama itu ada akhlaknya dan
akhlak Islam adalah malu”.

24

31

Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan perempuan
karena yang ketiganya adalah Setan.

25

32

Ha isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti
wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah
kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah
orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah
perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di
rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah
laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”.
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bahwa nama Ibn Kasir diawali dengan nama Isma’il 1bn ‘Umar Ibn Kasir ad-
Dau’i Ibn Da’i al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida Ibn Khatib Syihabuddin Abi
Hafs al-Quraisy ad-Dimasyaqi.

Ibn Kasir dilahirkan di perkampungan Mijdal, sebelah Barat Kota kecil
Basrah Negeri Syam, predikat a/-Basrawr sering pula dicantumkan di belakang
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Basrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus atau mungkin juga
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berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hadis, Figh, Tafsir
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2) Al-Kutub as-Sittah (enam koleksi kitab hadis)

3) At-Takmilah fi al-Ma’rifah as-Sigah wa ad-Du’afa wa al-Mujahal
(Pelengkap untuk mengetahui para periwayat hadis yang terpercaya,
lemah dan kurang dikenal). Kitab ini terdiri dari lima jilid

4) Al-Mukhtasar (ringkasan) dari Mugaddimah i "Ulum al-Hadis karya
Ibnu Salah (w. 642 H/ 1246 M).

5) Disebutkan juga mengarang Kitab Syarh Sahih al-Bukhari yang
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1) Al-Bidayah wa an-Nihayalr (Kitab Permulaan dan akhir). Kitab ini
terdiri dari 14 (empat belas) jilid. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang
sangat penting. Dalam kitabnya ini, segjarah dibagi menjadi dua bagian
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kenabian Muhammad; dan kedua, sejarah Islam dari periode Nabi di
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rujukan utama dalam penulisan segjarah Islam, terutama sejarah Mamluk
di Mesir.

2) Al-Fusul i Sirah ar-Rasul (Uraian Mengenai sejarah Rasul)

3) Tabaqah asy-Syafi’iyyah (pengelompokan ulama mazhab asy-Syafi’i)
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c. Bidang Tafsir
1) Tafsir al-Qur’an al-Azim atau yang lebih dikenal dengan 7afsir /1bn Kasir
2) Fada’il al-Qur’anyang berisi tentang ringkasan sejarah al-Qur’an

d. Bidang Figh

Dalam bidang ilmu figh, Ibn Kasir sering dijadikan tempat untuk
berkonsultas tentang masalah hukum, terutama oleh para penguasa, seperti
misalnya dalam kasus pengesahan keputusan yang berhubungan dengan
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4. Muhammad Husaen at-Tabataba’i
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al-Islam at-Tabataba’i at-Tibrizi al-Qadi. la dilahirkan pada tangga 29
Zulhijjah 1321 H. atau pada tahun 1903 M. di kota Thabriz Teheran ditengah-
tengah keluarga keturunan Nabi Muhammad - yang selama empat belas
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megjid semenjak futuhat 1slam. At-Tabataba’i kecil memulai Pendidikannya di
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Muhammad Husain al-Na’ini dan Syekh Muhammad Husain al-Kamyani.
Belgar filsafat Islam kepada Sayyid Husain al-Badkobi dan Matematika
tradisonal kepada Abi Qasim al-Khuansari. At-Tabataba’i juga belgar ilmu-
ilmu a/-Huduri dan Ma’rifah dan mulai memasuki dimensi batin Islam yang di
kalangan Syi’ah- yang di kaitkan dengan ilmu /rfan (Gnosis). Pada tahun 1934
M, at-Tabataba’i kembali ke Tabriz, tetapi ia belum dikenal secara Nasional
atau di kalangan keagamaan Persia. Ketika Perang Dunia ke-ll dan
pendudukan Rusia atas Persia-lah yang membawa at-Tabataba’i ke kota Qum
dan menghabiskan sisa hidupnya di Kota tersebut. Kota Qum merupakan pusat
pengkajian keagamaan di Persia. at-Tabataba’i mula mengagar di kota kecil
ini, dan memusatkan diri pada ilmu Tafsir al-Qur’an serta filsafat dan teosofi
tradisional, yang selama ini tidak pernah digjarkan di kota Qum. Dengan
kepribadian yang penuh daya tarik dan kehadiran spiritualnya segera sgja
menarik sebagian besar murid-muridnya dan secara bertahap, ia menjadikan
gjaran-gjaran Mulla Sadra sekali lagi sebagai pokok kurikulum tradisional.

At-Tabataba’i wafat pada bulan November 1981. Jenazahnya
dikebumikan di samping kuburan Sayyidah Fatimah al-Ma’sumah binti Imam
Musa Ibn Ja’far a.s. sejak wafatnya, at-Tabataba’i sangat dihormati di Iran,
sebuah Universitas dinamai menurut namanya dan karya-karyanya terus
memperoleh popularitas besar. Tulisan-tulisannya banyak yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris, dan dia pun dalam abad ini menjadi terkenal di
seluruh dunia Islam sebagai salah seorang tokoh Intelektual dan Spiritual
bukan hanya dari Syi’ah, melainkan dari |slam secara keseluruhan.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

: Bagaimana sgjarah pendirian PPP?

: Negeri ini sesungguhnya banyak mempunyai orang-orang shaleh.

Akan tetapi orang-orang shaleh tersebut hanya berada di Magjid-magjid.
Oleh karena itu, PPP harus menghadirkan orang shaleh tersebut ke
panggung politik dan kekuasaan. Kaau tidak, kaum mutrofin dan
mujrimin akan menguasi kita dan membuat kerusakan di negeri ini.
Sebab jika itu sudah mergalela, bukan tidak mungkin, Allah akan
menghancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Oleh karena alasan itu
juga, PPP sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah
terwujudnya Indonesia yang adil dan sgjahtera. Kepedulian inilah yang
menapaki setiap jejak langkah dan aktifitas partai. Dari sebuah entitas
yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia
hingga dikenal dan eksis sampa saat ini. PPP hingga saat ini, telah
membuktikan keberadaannya tidak sekedar sebagai parpol dalam arti
sempit—yang hanya berkutat pada bidang politik praktis, namun
berperan serta dalam kehidupan sehari-hari terhadap masyarakat melalui
kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, budaya dan lain-lain. PPP juga
bertekad menjadi partai pembaharu moral bangsa yang ditopang kaum
cendikiawan yang berhati jernih, ulama berintegrasi tinggi, dan seniman
budayawan pembangun peradaban masa depan. PPP percaya bahwa
jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan
adalah mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral,
intelektual, dan profesional.

Secara resmi, memang PPP didirikan di Jakarta pada hari sabtu tanggal

: Apavisi dan misi PPP?

: Dalam misi dan visi didirikannya PPP di sini adavis umum dan

ada visi khusus, demikian juga misinya, ada misi umum dan khusus.
Adapun visi umumnya adalah menjadikan PPP sebagal partai yang
dapat menegakkan keadilan dan kesegjahteraan dalam bingkai persatuan
ummat dan bangsa, sedangkan visi khususnya menjadikan PPP sebaga
partac yang berpengaruh secara politis maupun opini  dalam
mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Kemudian yang
menjadi misi umumnya adalah menyebarluaskan Islam dan mencetak
kader-kadernya sebagai anashir taghyir (elemen penggerak perubahan),
Mengembangkan ingtitusi-ingtitusi  kemasyarakatan yang Islami
diberbagai bidang sebagai markaz taghyir (pusat-pusat perubahan
masyarakat), Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang
mendukung bagi penerapan gjaran Islam, Membangun kesadaran politik
masyarakat, mel akukan pembelaan terhadap hak-hak
kewarganegaraannya, Menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap
kekuasaan secara konsisten dan kontinyu. Secara aktif melakukan
komunikasi, silaturrahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur
atau kalangan umat I1slam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyyah dan
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wihdatul-ummah. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan
terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas, sedangkan misi
khususnya adalah meningkatkan kualitas kader, soliditas struktur dan
dinamika partai 1slam, Menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan
untuk sukses dalam melayani dan memimpin bangsa, meningkatkan
Kinerja dan citra PPP agar pengaruhnya semakin kuat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, membangun penerimaan internasional yang
luas terhadap PPP sebagai salah satu kekuatan politik nasional yang
utama,

: Bagaimana DPW PPP memandang hak-hak politik perempuan?

. Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi merupakan tugas kol ektif

manusia baik laki-laki maupun wanita, menunjukkan kenyataan adanya
prinsip 'kemitraan’ dalam peran sosial politiknya. Hal ini setidak-
tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak
sosial dan persamaan dalam tanggung jawab beserta balasannya. Untuk
itulah dalam memandang hak-hak politik perempuan di PPP bahwa
antara perempuan dan laki-laki adalah berkwajiban yang sama untuk
memakmurkan dunia dari sekali sisi kehidupan. Karena PPP merupakan
sebuah partai politik, maka seiring dengan tema politik yang
menghangat di era reformasi ini misanya, di mana katup-katup
kebebasan berpendapat terbuka luas. Seiring dengan menjamurnya
partai politik, wacana tentang hak-hak perempuan di Parpol menjadi
penting pula untuk diperhitungkan. Mengakui dan mengikutsertakan
perempuan di Parpol bukan sekedar mengikuti trend umum saja, bagi
perempuan, kepentingan memahami wacana ini adalah dorongan
kewajiban untuk bergulir bersama dalam berbagai bentuk dan aspeknya.
Dengan demikian, perempuan memiliki andil dalam setiap pergerakan-
pergerakan kemerdekaan. Misal lainnya adanya globalisasi terutama di
bidang informasi membuahkan kesadaran berpolitik pada perempuan
dan memudahkannya untuk mengikuti isu-isu politik dan kemudian
terlibat di dalamnya. Di mana sepanjang sejarah, peran politik kaum
perempuan mengalami masa pasang surut yang merisaukan. Tidak
sedikit dari perempuan yang mencoba untuk berdiri sgjgjar dengan
kaum laki-laki, akhirnya dimandulkan karir politik dan dirampas
wilayah politiknya, baik oleh budaya patriarki maupun 'ketidakrel aan'
laki-laki, perempuan sebagai pemimpin. Meskipun telah ada usaha guna
memasukkan kalangan perempuan ke pentas politik, namun hal itu
masih dalam batas-batas kecil, dan karenanya, belum memadai.
Padahal, ditilik dari sisi kuantitas, mereka layak mendapatkan jatah
yang lebih adil dan berimbang untuk memajukan dirinya dan
bangsanya.

Namun, walaupun demikian PPP memandang hak-hak perempuan yakni
berdasarkan peraturan yang harus mengikutsertakan perempuan dalam
30 % kuota nya di parlemen. Demikian juga, hak-haknya untuk
memberikan suara dalam semua pemilihan, hak untuk dipilih bagi
semua badan yang dipilih secara umum, dan hak untuk menduduki



Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

jabatan publik dan menjalankan fungsinya, termasuk sebagai presiden
(tapi sepertinya kader untuk kesana di DPW PPP DI. Yogyakarta
sepertinya belum ada yang siap.

: Bagaimana konsep dan program DPW PPP terhadap hak-hak politik

perempuan tentang partisipasi perempuan dalam politik?

: Konsep DPW PPP terhadap hak-hak politik perempuan pada dasarnya

telah diatur dalam AD/ART PPP

: Apasgja program penkaderan kader wanita pembangunan di PPP?

: Menyesuaikan AD/ART PPP telah menetapkan bahwa program

pengembangan perempuan di PPP meliputi program dalam bidang
organisasi, pendidikan dan kaderisasi, sosial dan keseahteraan,
publikasi, bidang kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi dan tenaga
kerja dan bidang advokasi hukum dan HAM. Dari bidang ini pula
diharapkan terjaringnya kader perempuan yang handal di PPP dan dapat
memberikan kontribusi mereka untuk berperan aktif dalam Parpol.

: Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi PPP dalam

Pengkaderan Wanita pembangunan?

. Setiap pergerakan atau apapun namanya, jelas hambatan dan tantangan

pasti akan ditemui, namun bukan berarti tantangan dan hambatan
tersebut menghentikan langkah sebuah pekerjaan, program dan
sebagainya. Biasanya pola pengkaderan wanita pembangunan yang
dihadapi tidak jauh dari kultur atau budaya bangsa Indonesia sendiri
yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk ikut
berperan di dunia publik/ politik. Hal ini bisa dimungkinkan akibat dari
kultur masyarakat Indonesia yang masih setengah hati dalam
memberikan peluang wanita untuk berkembang. Padahal tidak dapat
dipungkiri bahwa wanita memiliki pengaruh yang cukup besar di semua
lini kehidupan baik dalam skrup kecil (keluarga) sampai skrup yang
lebih luas (negara). Adanya kultur yang demikian akan memberikan
ruang yang sempit bagi wanita untuk berkarya. Kalaupun wanita telah
bisa berperan kadang kala timbul kendala arahan yang sama sekal
belum jelas. Peran atau partisipasi yang diberikan baru sebatas
menunjukkan bahwa partisipasi wanita adalah suatu keharusan mutlak
ataupun hanya sekedar "unjuk gigi’ untuk pengakuan eksistensi belaka'.
Jumlah wanita di Indonesia yang begitu besar, sudah seharusnya
menjadi kewajiban bagi bangsa ini untuk memberikan lingkungan yang
kondusif bagi wanita untuk tumbuh dan berkembang di dunia politik.
Islam begitu mulia untuk memposisikan wanita baik di dalam rumah
tangga maupun dalam peran publik. Kenyataan lain menunjukkan
partisipasi wanita dalam perolehan suara pada pemilu yang lalu sangat
signifikan. Oleh sebab itu partai perlu memiliki kebijakan dasar
mengenai keterlibatan wanita dalam bidang politik’.
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Kendala lain yang sering disaksikan di kalangan komunitas wanita
pembangunan adal ah sebuah fenomena sekularisasi habis-habisan dalam
berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang politik. Sebagian
masyarakat muslim menolak berpolitik, karena merasa bukan ' kawasan
Islami’, sebagian lain memarjinalkan peran politik perempuan, karena
dianggap ‘wilayah terlarang’ bahkan ada yang beranggapan lagi kalau
perempuan tidak layak memimpin dalam bidang apapun, karena jenis
kepi mimpinan adalah mutlak sepenuhnya hak laki-laki.

: Bagaimana sikap PPP sendiri dalam menghadapi hal-hal tersebut?
: Sikap PPP dalam menghadapi hal-hal tersebut adalah:

Pertama, ingin merubah paradigma berpikir perempuan. Dalam hal
paradigma berpikir perempuan Indonesia — kadang-kadang
menggunakan logika agama — beranggapan bahwa perempuan tidak
layak memasuki wilayah politik, karena akan menghilangkan kemuliaan
dan kehormatan dirinya. Kedua, merubah sistem kultur masyarakat
Indonesia yang memposisikan perempuan. Kultur masyarakat Indonesia
yang secara turun temurun mewariskan sikap yang kadang-kadang
diskriminatif terhadap perempuan. Pemuliaan terhadap kaum
perempuan yang diolah lewat bahasa dan kata-kata kadang-kadang
justru semakin memperkuat diskriminasi itu sendiri. Oleh sebab itu, ada
sebagian wanita pembangunan (kader) sendiri dalam mengapresiasikan
politik sebagai dunia kekerasan yang karena itu dianggap hanya layak
dimasuki dunia laki-laki. Sehingga jadilah kaum perempuan terpuruk
pada redlitas politisnya yang buram. Kebanyakan perempuan hanya
menjadi obyek mobilisasi politik untuk kemenangan partai-partai
politik, tanpa diberi ruangan yang memadai untuk ikut ambil bagian
dalam jabatan-jabatan publik dan politik, dan ketiga, pola pendidikan
politik dalam keluarga. Pendidikan politik dalam keluarga bagi
perempuan merupakan satu lahan politik perempuan yang sering kurang
diperhitungkan. Padahal pendidikan politik dalam keluarga dapat
berperan besar untuk melakukan penyadaran dan pemahaman politik
kepada anak-anaknya dan kemudian mengarahkan partisipasi politik
mereka.

: Bagaimana tanggapan PPP terhadap pengkaderan wanita pembangunan

yang ada selamaini?

: Pengkaderan perempuan dalam erareformasi ini setidaknyatelah

menunjukkan angka kemajuan yang cukup signifikan. Dalam banyak
bidang suara-suara perempuan sudah mulai terdengar, peran-peran
mereka di area publik dan domestik sudah mulai dapat dimengerti oleh
orang-orang di sekelilingnya. Perjuangan hak dan sebagainya sudah
mulai tampak dan menggembirakan bahwa perempuan juga tidak kalah
penting dari makhluk yang namanya |aki-laki

: Bagaimana pel aksanaan pengkaderan sumber daya perempuan di
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PPP?

: Seperti telah dikatakan di atas bahwa pelaksanaan pengembangan

sumber daya perempuan tidak bisa dilepaskan dari Dewan yang
mengawasi serta program yang harus dilaksanakan. Setidaknya kader-
kader wanita pembngunan di PPP dari tingkat Pusat sampai pedesaaan
diharapkan dapat terjun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat.

: Apa sumbangsih program pengkaderan wanita pembangunan di PPP

terhadap masyarakat dan politik di Indonesia?

: Sumbangsih pengkaderan wanita pembangunan terhadap partai

pada umumnya dan di DPW PPP DIY pada khususnya, sebagai contoh
bahwa setelah selesai perhelatan akbar (pemilu) empat tahun yang lalu
yakni tahun 2004, sebagai partai 1slam, PPP memperoleh apresiasi yang
luar biasa dari rakyat Indonesia. Dari data diperoleh bahwa perolehan
suara PPP waktu itu meningkat secara signifikan. Terjadi lonjakan suara
dari 1,4 juta suara di Pemilu 1999 naik menjadi 8,4 juta suara atau
meningkat sebesar 600%. Demikian juga anggota legidatifnya di DPR-
Rl di tahun 1999 hanya tujuh orang meningkat menjadi 43 orang.
Bahkan di seluruh Indonesia total anggota legidlatif PPP (dari DPR-RI
sampai DPR Tk. Il) dari 119 orang menjadi 1112 orang. Sementara itu
anggota legidatif wanita PPP yang pada tahun 1999 hanya satu orang,
kini menjadi 63 orang. Hal ini membuktikan bahwa aksi kegiatan dalam
pengkaderan wanita pembanguan di PPP sangat berarti dalam
menyumbangkan kader-kader perempuan sebagai anggota-anggota
legidlatif dan anggota-anggota lain mulai mendapat posisi di partai.

Perkembangan lain yang juga cukup membanggakan kalangan orang
PPP adalah terpilihnya anggota-anggota legidatif di DPRD-DPRD pada
beberapa daerah tingkat | dan tingkat |1, Kabupaten Bekasi, Banten dan
Bandung. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain akan
menyusul. Keterlibatan PPP secara aktif dalam Pemilihan Presiden juga
membuahkan hasil dengan terpilihnya pasangan Megawati Soekarno
Putri dan Hamzah Haz. Hal ini memperbesar peluang bagi kader PPP
untuk duduk dalam jgjaran ekskutif baik di Pusat maupun Daerah, baik
perempuan maupun laki-laki. Kemudian lagi yang dapat dilihat
sumbangsih Deputi Kewanitaan PPP terhadap pengkaderan wanita
pembangunan bagi Partai yakni dengan eksisnya Deputi Kewanitaan,
baik dari kalangan DPP sampai DPra menjalankan strategi-strategi
untuk menjaring tokoh-tokoh yang potensial dan dijadikan kaderisasi
PPP sebagai wanita pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat,
setidaknya dapat ikut-serta melakukan penyadaran politik umat, dengan
melakukan pendidikan politik dalam keluarga, melakukan aktivitas
penggjaran kepada masayarakat mengenai hak dan kewgjiban politik
sebagai warga negara Indonesia dan untuk mengembalikan loyalitas
umat kepada Islam, ikut serta dalam melakukan kontrol terhadap
kekuasaan dan kepemimpinan dengan aktif memperjuangkan hak dan
kepentingan masyarakat, khususnya kaum perempuan dari penguasa dan
melakukan kritik terhadap perilaku dan kebijakan kekuasaan, ikut-serta

X1l



dalam proses pembangunan kehidupan politik yang Islami dengan
melibatkan diri dalam pemberdayaan berbagai institusi kemasyarakatan,
kKhususnya institusi sosial-politik dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik praktis dan menjalankan peran-peran kepemimpinan politik.
Berperan aktif dalam pengelolaan opini umum yang Islami dengan aktif
menyebarluaskan pemikiran dan pandangan politik 1slam ke masyarakat
dan aktif melakukan pencegahan opini negatif dalam melakukan
serangan balik opini. Di samping itu, sebagai wujud sumbangsih wanita
pembangunan di PPP.
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